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Abstrak 

Program Dana Desa yang merupakan implementasi Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 dengan 

penggunaan anggaran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sejak 

awal pencairannya, yaitu tahun 2015 sebesar 20,5 trilliun rupiah telah mengalami peningkatan 

anggaran setiap tahunnya. Sampai dengan tahun 2021 anggaran naik menjadi 72 trilliun.   Untuk 

itu dibutuhkan penerapan akuntabilitas dalam pengelolaannya.  Penelitian ini bertujuan meneliti 

penerapan akuntabilitas dan pengelolaan Dana Desa serta meneliti pengaruh akuntabilitas 

terhadap pengelolaan Dana Desa di Bulo Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. 

Metode yang digunakan deskriftif  quantitif, dengan sampel jenuh 35 orang. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa penerapan akuntabiltas dan pengelolaan Dana Desa termasuk kurang baik, 

sedang hubungan antara akuntabilitas terhadap pengelolaan Dana Desa, berdasarkan atas uji 

analisis regresi linear sederhana dinilai memiliki pengaruh yang signifikan. Sehingga  pemerintah 

Desa Bulo perlu melakukan perbaikan terhadap akuntabilitas dalam pemerintahan dan pelayanan 

publik. 

Kata Kunci:   Akuntabilitas, Dana Desa, Pemerintah Desa 
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PENDAHULUAN 

Berbagai kasus hukum yang 
menimpa Kepala Desa belakangan ini 
dengan terjaring dalam  OTT (Operasi 
Tangkap Tangan) yang dilakukan oleh 
KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) 
menunjukkan bahwa perlunya ada 
perhatian ekstra terhadap sistem 
Akuntabilitas dalam pengelolaan Dana 
Desa. Menurut Jorge & Pattaro, (2011) 
Akuntabilitas sangat berperan dalam 
mengendalikan kecurangan-kecurangan 
serta kesalahan dalam penggunaan  
sumber daya bagi kepentingan publik 
(Jorge & P.Mourraesa, 2011). Besarnya 
kewenangan anggaran yang dimiliki oleh 
Desa membuka peluang terjadinya 
praktek penyalah gunaan Dana Desa, 
sehingga dibutuhkan suatu sistem yang 
bisa menciptakan pengelolaan anggaran 
yang terbuka dan dapat dipertanggung 
jawabkan. 

Terbitnya Undang-Undang 
nomor 6 tahun 2014 tentang Desa adalah 
bukti adanya keseriusan pemerintah  
untuk mengimplementasikan 
kewenangan yang dimiliki. Dana Desa 
diharapkan dapat memberikan 
penguatan bagi desa dalam  upaya 
merealisasikan kebijakan pemerintah 
menjadi desa yang lebih sejahtera, kuat, 
maju dan mandiri. Undang-undang desa 
memberikan kewenangan pengelolaan 
dana yang berasal dari APBN dan 
kemudian langsung diterima oleh desa.  
(Sirajuddin, 2019). Dana Desa dikelola 
dengan baik menggunakan prinsip 
Akuntabilitas atau  pertanggungjawaban, 
tranparansi atau keterbukaan dan 
partisipasi. Hal ini dimaksudkan agar 
para aparat desa bisa berperilaku 
sebagaimana  etika serta aturan-aturan 
hukum yang berlaku dalam memberikan 
kewajiban atas hasil tata kelola Sumber 
Daya Publik untuk pihak dalam memberi 
mandat ataupun pihak yang memiliki 
berkepentingan. (Sirajuddin, 2019) 

Akuntabilitas merupakan 
keharusan atau dianggap wajib dalam 
melaporkan dan 

mempertanggungjawabkan masalah 
keberhasilan maupun kegagalan 
organisasi demi pencapaian misi, visi 
serta tujuan yang sudah terencana, 
adanya laporan media 
pertanggungjawaban yang dilakukan 
dengan cara berkala (Mardiasmo, 2009). 
Dalam pemerintahan desa akuntablitas 
keuangan merupakan kewajiban untuk 
melaporkan serta 
mempertanggungjawabkan Dana Desa 
dalam bentuk vertikal kepada 
pemerintah kabupaten atau kota 
kemudian mempertanggungjawabkan 
Dana Desa dalam bentuk horizontal 
kepada masyarakat desa atas 
perencanaan, realisasi, dan penata 
usahaan dengan cara berkala. Kegagalan 
atau keberhasilan pertanggungjawaban 
dalam mengelola keuangan atas  dasar 
tata kelola Dana Desa oleh pemerintah 
daerah dilihat dari disiplin  dan ketaatan  
sesuai asas akuntabel, asas partisipatif, 
asas tertib, asas transparan, dan asas 
ketaatan. Seperti dijelaskan dalam hadits 
Rasulullah sallallahu Alahi Wasallam 
yang artinya,;  

“Setiap kalian adalah pemimpin, 
dan setiap kalian akan dimintai 
pertanggungjawabannya. Seorang iman 
adalah pemimpin dan akan dimintai 
pertanggungjawabannya. Seorang 
wanita adalah pemimpin atas rumah 
suaminya, dan ia pun akan dimintai 
pertanggungjawabannya. Seorang budak 
juga adalah pemimpin atas harta tuannya 
dan ia juga akan dimintai 
pertanggungjawabannya. Sungguh setiap 
kalian adalah pemimpin dan semua akan 
dimintai pertanggungjawabannya”.( 

https://risalahmuslim.id/setiap-kalian-
adalah-pemimpin/)  

  
Pertanggungjawaban atau 

akuntabilitas pengelolaan keuangan  
secara vertikal dan secara horizontal, 
selain sebagai cerminan ketaatan dan 
kepatuhan pemerintah desa mengenai 
peraturan yang berlaku  seperti 
dijelaskan dalam Permendagri No.113/ 
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Tahun 2014, bisa juga dalam hal 
meningkatkan kepercayaan rakyat dan 
memperlancar penyaluran dana serta 
bisa juga dalam keikutsertaan 
masyarakat dalam pengelolaan Dana 
Desa (Imawan, Irianto, & Prihatiningtias, 
2019) (Sitonda, Razak, & Tuwu, 2020) 

Penelitian ini dilakukan 
bertujuan untuk mengetahui praktik 
penerapan tata kelola Dana Desa di Desa 
Bulo. Apakah pertanggungjawabannya 
sudah sesuai dengan apa yang 
seharusnya dan bagaimana faktanya 
dilapangan, terutama saat terjadi 
pergantian Kepala Desa. Seperti di Desa 
Bulo, terjadi pergantian Kepala Desa dari 
Pak Sukiman, S.Pi ke Pelaksana Tugas 
kemudian terpilih Kepala Desa yang 
baru, yaitu Andi Rifai, M.S.Hi., sementara 
pelaksanaan Program Dana Desa sedang 
berjalan. Sebagian masyarakat, baik 
kelompok tani maupun tokoh 
masyarakat beranggapan, bahwa perlu 
ada penjelasan menyeluruh terkait 
dengan pertanggungjawaban Dana Desa 
selama masa peralihan. 

 
Akuntabilitas 
Badan Pengawasan Keuangan 

dan Pembangunan Republik Indonesia 
Lembaga Administrasi Negara 
(2000:12), menegaskan bahwa; 
Pertanggungjawaban atau akuntabilitas  
adalah suatu hal yang wajib dilakukan 
dalam mempertanggungjawabkan atau 
memberi jawaban dan keterangan atas 
tingkat kerja dan perilaku 
pimpinan/seseorang dalam organisasi 
bagi  pihak yang berwenang dan 
memiliki hak dalam meminta 
pertanggungjawaban. Akuntabilitas 
merupakan sesuatu  yang sangat penting 
dalam memberi jaminana atas nilai 
seperti reliabilitas dan predikitibilitas 
serta efisiensi dan efektifitas. 
Akuntabilitas memiliki penjelasan yakni 
abstrak namun konkrit serta 
ketentuannya harus  melalui hukum dari 
beberapa langkah yang sangat khusus 
dalam penanganan setiap masalah yang 

harus di pertanggung jawabkan. 
(Subroto, 2009) 

Penjelasan Akuntabilitas bisa 
diselenggarakan  dengan cara  
pemberian akses kepada semua pihak 
yang memiliki kepentingan, untuk 
memberikan pertanyaan atau  memberi 
gugatan atas pertanggungjawaban para 
pemangku kebijakan dan pemberi 
keputusan serta yang melaksanakan baik 
ditingkat daerah, program maupun 
masyarakat. (Subroto, 2009). 
Akuntabilitas/pertanggungjawaban juga 
diartikan sebagai suatu hal yang wajib 
dalam memberi laporan dan 
mempertanggungjawabkan suatu 
kegagalan maupun keberhasilan sebuah 
kelompok untuk mewujudkan visi dan 
misi yang sudah direncanakan, melalui 
cara akuntabilitas yang mebutuhkan 
pelaporan secara berkala (Mardiasmo, 
2009). Kewajiban untuk  
mempertanggungjawabkan dan 
melaporkan Dana Desa baik dengan cara 
vertikal kepada pemerintah 
kabupaten/kota maupun dengan cara 
horizontal kepada masyarakat atas 
perencanaan, pelaksanaan, dan 
penatausahaan dengan cara  berkala 
merupakan Akuntabilitas keuangan 
pemerintah desa. Tingkat kegagalan atau 
keberhasilan pertanggungjawaban 
pengelolaan keuangan atas tata kelola 
Dana Desa melalui pemerintah desa 
diketahui dari ketaatan dan kepatuhan 
atas asas akuntabel, asas partisipatif, 
asas tertib, asas transparan,  dan asas 
disiplin.(Imawan et al., 2019). 
Akuntabilitas bisa dikatakan tidak 
abstrak namun konkrit dan merupakan 
sebuah keharusan yang ditetapkan oleh 
peraturan kebijakan dengan  beberapa 
langkah yang memiliki hal khusus  
tentang masalah yang mesti di 
pertanggung jawabkan.(Savitri, 2019). 
Pada prinsip value for money, memiliki 
makna penerapam tiga pokok penting 
dalam proses penyelenggaraan anggaran 
yaitu efisiensi,ekonomis,serta efektif. 
Proses efisiensi bermakna bahwa 
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menggunakan  dana dari masyarakat 
dapat memberikan hasil  ouput yang 
berdaya guna atau maksimal. Proses 
ekonomi saling terkait dengan pilihan  
dan menggunakan proses efektifitas 
yang memiliki arti bahwa dalam 
menggunakan anggaran tersebut 
diharuskan bisa mencapai tujuan atau 
targer kepentingan publik. Dalam 
mengetahui pelaksanaan  prinsip 
pertanggungjawaban atau akuntabilitas 
pengelolaan Dana Desa, cara yang sangat 
efektif yaitu dengan melewati 
pemeriksaan hingga diawali dari tahap 
perencanaan sampai dengan paska 
kegiatan dapat berjalan dengan baik. 
Sedangkan proses pengawasan 
diselenggarakan melalui tahapan dimana 
penyelenggaraannya melalui proses 
tertentu.  

Menurut Krina (2019), bentuk 
pertanggungjawaban atau akuntabilitas 
sebagai berikut : (a) Keputusan tersedia 
bagi setiap warga yang membutuhkan 
secara tertulis. dan disediakan kepada 
setiap warga yang mebutuhkan. Seperti 
halnya proses perencanaan dalam 
pelaksanaan setiap kegiatan Dana Desa, 
sehingga masyarakat bisa lebih muda 
mendapatkan informasi mengenai 
program maupun kebijakan 
pembangunan di desa. (b) kelengkapan 
informasi dan akurasi, yakni dengan 
memberikan  info atau kabar terlebih 
dahulu sesuai dengan 
program/kebijakan yang sudah 
disampaikan kepada masyarakat 
sebelumnya. (c) kejelasan sasaran aturan 
pembangunan yang dipilih dan 
disosialisasikan. (d) konsistensi dan 
kelayakan , yakni suatu putusan  yang 
sudah  disetujui oleh masyarakat 
sebelumnya tentang pelaksanaan aturan 
pemerintah dan kebijakan program yang 
akan dilakukan apakah   sudah sesuai dan  
layak atas keperluan masyarakat serta 
dalam realisasinya sudah sesuai dengan 
persetujuan kebijakan yang telah 
disetujui sebelumnya. (e) 
menyebarluskan informasi mengenai 

suatu arah kebijakan. Yakni  ada hasil 
dari  keputusan aturan pemerintah 
daerah yang disosialisasikan di social 
media dan masyarakat bisa tahu 
informasi kebijakan dan program 
pembangunan.  Aria H, 2019) 

 
Tata Kelola Dana Desa 
Dalam pemenuhan prinsip 

Akuntabilitas dan transparansi pada 
pengelolaan Dana Desa, secara terperinci 
diatur dalam permendagri No. 113 tahun 
2014 mengenai tata kelola keuangan 
desa, yakni :  (a) Tahap Perencanaan 
dijelaskan dalam pasal 20 -23, (b) Tahap 
pelaksanaan diuraikan dalam 24 sampai 
dengan 34 (c) Tahap Penatausahaan 
dijelaskan dalam pasal 35 sampai dengan 
pasal 36, (d) Tahap Pelaporan diuraikan 
dalam pasal 36 dan (e) 
Pertanggungjawaban seperti dijelaskan 
dalam pasal 38 sampai dengan  43.  

Sebagai Hipotesa dalam 
penelitian ini, yaitu hipotesa kerja (Ha) 
adalah penerapan akuntabilitas memiliki 
pengaruh terhadap tata kelola dana desa 
di Desa Bulo Kecamatan Panca Rijang 
Kabupaten Sidenreng Rappang. 
Sedangkan hipotesa nul (H0) adalah 
Penerapan akuntabilitas tidak memiliki 
pengaruh terhadap tata kelola dana desa 
di Desa Bulo Kecamtatan panca Rijang 
Kabupaten Sidenreng Rappang. Dalam 
penelitian ini, peneliti menduga bahwa 
penerapan akuntabilitas memiliki 
pengaruh terhadap tata kelola Dana Desa 
di Desa Bulo Kecamatan Panca Rijang 
Kabupaten Sidenreng Rappang. 

 
METODE PENELITIAN 

Lokus penelitian dilakakukan di 
Desa Bulo Kecamatan Panca Rijang 
Kabupaten Sidenreng Rappang  dengan 
pengambilan data di Kantor Desa pada 
periode maret dan april tahun 2021. 
Penelitian ini diolah dengan metode 
kuantitatif dengan mendekripsikan 
variable dan rumusan masalah yang akan 
digunakan (M.R.R. Razak & Sofyan, 
2020). Populasi adalah mereka yang 
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berinteraksi langsung dengan 
Pemerintahan Desa yang diidentifikasi 
sebagai anggota BPD (Badan Perwakilan 
Desa), Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, 
dan Tokoh Pemuda yang ada di Desa 
Bulo yang berjumlah 35 orang. 
Penentuan sampel dalam penelitian ini 
menggunakan Teknik sampling jenuh 
dimana, semua anggota populasi 
digunakan sebagai sampel. Menurut 
(Sugiyono, 2014). Sample yang 
digunakan sejumlah 35 orang. Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan 
observasi, wawancara, kuisioner dan 
dokumentasi dalam bentuk, literatur 
ilmiah, dokumen surat keputusan, 
buleting, Koran, arsip dan jurnal. Analisis 
data dilakukan mulai dengan statistic 
deskriptif dengan skala likert, uji kualitas 
data, analisis regresi sederhana dan uji 
hipotesis.(Sofyan , Abdul Jabbar A, 2019) 
(Muhammad Rais Rahmat Razak, Ahmad, 
Mustanir, Madani, & Idhan, 2021). 

Untuk menguji kualitas data, 
digunakan pendekatan Product moment 
person correlation, dengan ketentuan jika 
r-hitung lebih besar dari r-table maka 
variabel-nya dikatakan valid, dan jika 
nilai alpha cronbach lebih besar dari r-
tabel maka, setiap variabel dianggap 
reliabel.  

Untuk menjawab rumusan 
masalah deskriftif digunakan skala likert 
dengan standar nilai sebagai berikut: (a) 
Jawaban Sangat Baik, bobot nilai 5 (b) 
Jawaban Baik,  bobot nilai 4 (c) Jawaban 
Cukup Baik bobot nilai 3 (d) Jawaban 
Kurang Baik bobot nilai 2 (e) Jawaban 
Tidak Baik bobot nilai 1. Penentuan 
jawaban dari skor tersebut, 
menggunakan rumus Nazir (2013:448), 
yaitu: :  

𝑠𝑘𝑜𝑟 (𝑥) =
Frek jawaban (f) 𝑥 Bobot  (b)

Banyaknya responden (n) 
    .... 

(1) 
Penentuan persentase menurut Nazir 
(2013:419), dengan rumus : 
 

% =
frek.jawaban (f) 

jml responden (n) 
𝑥 100%   ...... (2) 

Untuk memberikan penilaian 
atas hasil analisis deskriftif maka 
digunakan ukuran prosentase sebagai 
berikut: 
 

Tabel 1 Kriteria Penilaian 

Sangat Baik 91 % - 100 % 
Baik 81 % - 90 % 
Cukup Baik 61 % - 80 % 
Kurang Baik 31 % - 60 % 
Tidak Baik 10 % - 30 % 

 
Untuk menjawab rumusan 

masalah assosiatif digunakan analisis 
regresi linear sederhana dengan bantuan 
spss versi 26,00 dengan persamaan 
sebagai berikut:  

 

Y= b0 +  b X              .................... (3) 
 
Keterangan : 
 
Y=  subjek dalam variable dependen yang 
diprediksikan  
b0= harga Y bila X = 0 (harga kontan) 
b = angka arah atau koefisien regresi, 

yang menunjukkan angka    
peningkatan ataupun penurunan 
variable dependen yang yang 
didasarkan pada variable 
independen. Bila b (+) maka naik, 
dan bila (-) maka terjadi penurunan. 

X= subjek pada variable independent 
yang mempunyai nilai tertentu. 

 
HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN 

1. Karakteristik Responden 
 

 
Gambar 1 Berdasarkan Jenis Kelamin 

Sumber : Hasil Olah Data Kuesioner, Desa Bulo, 
Maret 2021 

Berdasarkan table 2 di atas, 
menunjukkan bahwa dari 35 jumlah 

Pr.
54%

Lk
46%
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responden, 19 orang atau 54% 
responden berjenis kelamin Perempuan 
dan 16 orang atau 46% responden 
berjenis kelamin Laki-laki. 
 

 
Gambar 2 Berdasarkan Kelompok Umur 

Sumber : Hasil Olah Data Kuesioner, Desa Bulo, 
Maret 2021 
 
 

Berdasarkan tabel diatas, 
menunjukkan bahwa dari 35 jumlah 
responden, 9 orang atau 25% responden 
berusia antara 20-29 tahun. 10 orang 
atau 28% responden berusia antara 30-
39 tahun. 13 orang atau 30% responden 
berusia 40-49 tahun. 3 orang atau 17% 
responden berusia diatas 50 tahun. 

 

 
Gambar 3 Berdasarkan Pendidikan 

Sumber : Hasil Olah Data Kuesioner , Desa Bulo, 
Maret 2021 
 

Berdasarkan tabel diatas, 
menunjukkan bahwa dari 35 jumlah 
responden 7 orang atau 20% responden 
berpendidikan SD. 8 orang atau 22% 
responden berpendidikan SMP. 10 orang 
atau 29% responden berpendidikan 
SMA. 10 orang atau 29% responden 
berpendidikan S1,S2 dan seterusnya. 

 
2. Uji Validitas dan Uji 

Reliabilitas) 
 
Uji Validitas 

Pengujian ini dilakukan untuk 
memastikan data yang digunakan dalam 
kuesioner valid . untuk melakukan uji 
validitas data digunakan pendekatan 
product moment pearson correlation, 
dengan ketentuan sebagai berikut :  

Kaidah pengambilan keputusan 
uji validitas pearson correlation: 

• Jika nilai Rhitung > Rtabel = valid 
• Jika nilai Rhitung  < Rtabel = Tidak 

Valid  
 

Cara melihat Rtabel dengan N= 35 
pada signifikan 5% pada distribusi nilai 
Rtable statistic, maka diperoleh sebesar 
0,324. 

Untuk menguji validitas variable 
X (Akuntabilitas), yaitu dengan 
membandingkan nilai r pada variable X  
seperti yang tercantum pada table.  

 
Tabel 2 Rekapitulasi Validitas Variabel “X” 

Sumber : Hasil Olah Data SPSS 26.0 
 

Berdasarkan output tabel tabel 2 
diatas diperoleh, nilai r pada X1 sampai 
dengan X7 semuanya lebih besar dari r-
tabel. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa, data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah 
valid. Untuk menguji tingkat validitas 
pada variable Y (tata kelola Dana Desa), 
yaitu membandingkan nilai r pada Y1 
sampai dengan Y7 dengan r-tabel. 

 
Tabel 3  Rekapitulasi Validitas Variabel “Y” 

No. 
Perny
ataan 

R 
Hitung 

R 
Tabel 

Ketera
ngan 

1 Y.1 0,344 0,324 Valid 
2 Y.2 0,344 0,324 Valid 
3 Y.3 0.376 0,324 Valid 
4 Y.4 0,352 0,324 Valid 
5 Y.5 0,352 0,324 Valid 
6 Y.6 0,579 0,324 Valid 

0%

10%

20%

30%

40%

20-29 30-39 40-49 >50

SD SMP SMA S1

7 8 10 10

No. 
Pernyat

aan 
R 

Hitung 
R 

Tabel 
Ketera
ngan 

1 X.1 0,362 0,324 Valid 
2 X.2 0,362 0,324 Valid 
3 X.3 0,362 0,324 Valid 
4 X.4 0,370 0,324 Valid 
5 X.5 0,502 0,324 Valid 
6 X.6 0,396 0,324 Valid 
7 X.7  0,362 0,324 Valid  
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7 Y.7 0,494 0,324 Valid 
Sumber : Hasil Olah Data SPSS 26.0 

 

Berdasarkan output tabel 3 diatas 
diperoleh, nilai r pada Y1 sampai dengan 
Y7 semuanya lebih  dari r-tabel. Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa, data 
yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah valid. 

 
Uji Reability 

Tabel  4 Cronbach’s Alpha Variabel “X” 

 

Realibility Statistics Variabel X 

Cronbach's Alpha  N of Items  
0,580 7 

Sumber : Hasil Olah Data SPSS 26.0 

 

Dari tabel 4 diketahui nilai 
Cronbach alpha 0,580 lebih besar dari r-
tabel ( 0.324), dapat disimpulkan bahwa 
7 item pada variabel X, adalah valid dan 
realibel. Sedangkan nilai cronbach alpha 
pada variabel “Y” diketahui seperti pada 
tabel 7 dibawah ini 

 
Tabel 5 Cronbach’s Alpha Variabel “Y” 

Realibility Statistics Variabel Y 

Cronbach's Alpha  N of Items  
0,608 7 

Sumber : Hasil Oleh Data SPSS 26.0 

 

Diketahui nilai Cronbach alpha 
dari  variabel “Y” adalah 0,608 dan lebih 
besar dari r-tabel (0.324), dapat 
disimpulkan bahwa 7 item pada variabel 
Y adalah valid dan reliabel.  

 
3. Penerapan Prinsip 

Akuntabilitas ( Variabel 
“X”) 

Untuk menjawab Rumusan 
masalah Deskriftif, Hasil penelitian 
kemudian dilakukan pembobotan 
dengan skala likert, diperoleh 
rekapitulasi tabel frekuensi untuk 
varibel “X” seperti ditujukkan pada tabel 
6  

 

Tabel 6 Rekapitulasi Penerapan Prinsip 
Akuntabilitas ( X ) 

No. Tanggapan Responden 
Rata-rata 

persentase 

1 

Tanggapan responden 
terhadap Keputusan 
harus dibuat secara 
tertulis dan tersedia bagi 
setiap warga yang 
membutuhkan. 

41% 

2 
Tanggapan responden 
terhadap Akurasi, 
kelengkapan informasi 

41% 

3 

Tanggapan terhadap 
Penjelasan sasaran 
kebijakan diambil, 
dikomunikasikan 

41% 

4 
Tanggapan responden 
terhadap Kelayakan 
kebijakan  

40,4% 

5 

Tanggapan  terhadap 
Penyebarluasan 
informasi mengenai 
suatu keputusan. 

41,6% 

6 
Tanggapan terhadap 
pelaksanaan prinsip 
akuntabilitas  

41,6% 

7 

Tanggapan responden 
terhadap 
konsistensi/komitmen 
pemerintah dalam 
realisasi kebijakan 
pembangunan 

41% 

Jumlah 287,6% 
Rata-rata = 287,6/7 = 41,08% 

Sumber : Rekapitulasi Kuesioner, April 2021 

 

Dari tabel 6 rekapitulasi 
indikator akuntabilitas, maka 
didapatkan hasil rata-rata persentase 
yaitu 41,08%. Jadi dapat ditarik 
kesimpulan bahwa penerapan 
akuntabilitas  berada pada kategori 
“Kurang Baik”. 

 
4. Tata Kelola Dana Desa 

(Variabel “Y”) 
Hasil rekapitulasi untuk varibel 

“Y” atau Tata Kelola Dana Desa seperti 
ditunjukkan pada tabel  7 dibawah ini: 
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Tabel 7 Rekapitulasi Indikator Tata Kelola 
Dana Desa 

No. Tanggapan Responden 
Rata-rata 

persentase 

1 
Tanggapan responden 
terhadap tata kelola dana 
desa  dalam perencanaan 

41% 

2 
Tanggapan responden 
terhadap tata kelola dana 
desa dalam penatausahaan 

41% 

3 
Tanggapan responden 
terhadap tata kelola dana 
desa dalam pelaporan 

41% 

4 

Tanggapan responden 
terhadap tata kelola dana 
desa dalam  
pertanggungjawaban 

40,4% 

5 

Tanggapan responden 
terhadap tata kelola dana 
desa dalam laporan 
pertanggungjawaban 

40,4% 

6  

Tanggapan responden 
terhadap tata kelola dana 
desa dalam pelaksanaan 
kegiatan dana desa 

41,6% 

7 

Tanggapan responden 
terhadap tata kelola dana 
desa dalam pengelolaan 
dana desa  

40% 

Jumlah 285,4% 
Rata-rata = 285,4/7 = 40,7% 

Sumber : Rekapitulasi Kuesioner, April 2021 

 

Dari tabel 7 rekapitulasi 
indikator tata kelola Dana Desa , maka 
didapatkan hasil rata-rata prosentase 
yaitu 40,7%. Jadi dapat ditarik 
kesimpulan bahwa pada tata kelola Dana 
Desa masih berada pada kategori 
“Kurang Baik”.  

 
5. Pengaruh Akuntabilitas 

terhadap tata kelola dana 
desa  

Untuk mengetahui pengaruh 
variabel “X terhadap “Y”, dilakukan 
analisis regresi linear sederhana dengan 
bantuan spss versi 26,00 diperoleh tabel 
summary dan tabel coefficient untuk 
mengetahui hubungan antara keduanya. 

 
 
 
 
 

Tabel  8 Tabel Koefisien 

Coefficientsa 

Model Unstand. 

Coefficients 

Stand.

Coef. 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) 4.662 2.02

7 
 

2.3

00 

.02

8 

Penerapan 

Akunt. 

.677 .140 .643 4.8

25 

.00

0 

a. Dependent Variable: Tata Kelola Dana Desa 

sumber :  Hasil Olah Data SPSS 26.0 

 

Berdasarkan tabel coefficient  
hasil olah data, diketahui nilai constant 
(a) sebesar 4.662 sedang koefisien 
regresi diketahui sebesar 0,677, 
sehingga persamaan regresinya menjadi 
: 

Y1 = b0 + bX 
Y1 = 4.662 + 0.677 X   ............... (4) 
 

Persamaan tersebut dapat 
diterjemahkan : 

• Konstanta sebesar 4.662, 
mengandung arti bahwa nilai 
konsisten atau pengaruh 
variable tata kelola dana desa 
adalah sebesar 4.662. 

• Koefisien regresi X sebesar 
0.677 menyatakan bahwa 
koefisien regresi tersebut 
bernilai positif, sehingga 
dapat dikatakan bahwa arah 
pengaruh variabel X terhadap 
Y adalah positif.  
 

Selanjutnya Uji statistic t untuk 
mengetahui seberapa jauh pengaruh satu 
variabel independen secara individual 
menerangkan variasi veriabel dependen 
berdasarkan table coefficients hasil olah 
SPSS, diketahui bahwa : 

Nilai thitung variabel akuntabilitas 
(X) sebesar 4.825 dengan tingkat 
signifikansi 0,000. Untuk mengetahui 
nilai t-tabel adalah dengan mencari nilai 
t pada tabel t dengan df 33 pada 
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signifikansi 0.05 dan diperoleh t-tabel 
2.03. Berdasarkan nilai t : diketahui nilai 
thitung sebesar 4.825 adalah lebih besar 
dari t-tabel 2,030 , sehingga dapat 
disimpulkan bahwa variable 
Akuntabilitas (X)  berpengaruh terhadap 
variable Tata kelola dana desa (Y). hal ini 
diperkuat dengan uji significansi, dimana 
nilai significansi 0.000 lebih kecil dari 
0.05 dan dapat disimpulkan bahwa 
variabel akuntabilitas (X) berpengaruh 
terhadap variabel tata kelola dana desa 
(Y). sehingga hasilnya dapat disimpulkan 
bahwa : 

Nilai Thitung > Ttabel atau 4.825 > 
2,030 maka H1 diterima, dan H0 ditolak, 
artinya bahwa, penerapan akuntabilitas 
berpengaruh terhadap Tata Kelola Dana 
Desa di Desa Buli Kecamatan Panca 
Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. 

 
Tabel  9 Model Summary 

Mo

del R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

1 .643a .414 .396 .605 

a. Predictors: (Constant), Penerapan Akuntabilitas 

Sumber : Hasil Olah Data SPSS 21.0 

 

Hasil dari tabel  Model Summary,  
tabel diatas menjelaskan besarnya nilai 
korelasi/hubungan (R) yaitu sebesar 
0,643 atau R2 atau 0,643 X 0,643 = 0,414 
X 100% = 41,4 %. Dari  hasil tersebut 
diperoleh koefisien determinasi (R 
Square) sebesar 0,414 yang mengandung 
pengertian   bahwa pengaruh variable 
bebas (akuntabilitas) terhadap variable 
terikat  (tata kelola dana desa) adalah 
sebesar  41%.  

 
PEMBAHASAN 

1. Akuntabilitas  
Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa penerapan 
akuntabilitas di Desa Bulo masih 
tergolong kurang baik dari tujuh 
indicator yang diteliti model 
akuntabilitas dalam keputusan secara 

tertulis, akurasi dan kelengkapam 
informasi, penjelasan sasaran kebijakan, 
kelayakan kebijakan, penyebarluasan 
informasi, keputusan pelaksanaan 
prinsip akuntabilitas, konsistensi dalam 
realisasi kebijakan. Menunjukkan bahwa 
semuanya masih dalam kategori 
penerapan yang kurang baik dengan 
hasil table frekuensi dibawah 60%. Hal 
ini menunjukkan bahwa penerapan 
prinsip-prinsip akuntabilitas terutama 
saat peralihan kepala Desa dimana 
waktu itu proses penerapan dan 
pelaksanaan penggunaan anggaran Dana 
Desa masih berlangsung. Hasil penelitian 
ini sejalan dengan kekhawatiran salah 
satu tokoh masyarakat tentang 
kurangnya akuntabilitas penggunaan 
Dana Desa, terutama saat terjadi 
peralihan kepemimpinan kepala Desa.  

 
2. Tata Kelola Dana Desa 
Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa penerapan tata 
kelola dana desa di Desa Bulo masih 
tergolong kurang baik dilihat dari tujuh 
indikator yang diteliti model tata kelola 
dana desa dalam perencanaan, 
penatausahaan, pelaporan, 
pertanggungjawaban, laporan 
pertanggungjawaban, pelaksanaan 
kegiatan dana desa, dan pengelolaan 
dana Desa. Menunjukkan bahwa 
semuanya masih dalam kategori 
penerapan yang kurang baik dengan 
hasil table frekuensi dibawah 60%. Hal 
ini menunjukkan bahwa penerapan 
prinsip-prinsip tata kelola dana Desa 
terutama saat peralihan kepala Desa 
dimana waktu itu proses penerapan dan 
pelaksanaan penggunaan anggaran dana 
desa masih berlangsung. Hasil penelitian 
ini sejalan dengan kekhawatiran salah 
satu tokoh masyarakat tentang 
kurangnya akuntabilitas penggunaan 
dana Desa, terutama saat terjadi 
peralihan kepemimpinan kepala Desa. 
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3. Pengaruh Akuntabilitas 
Terhadap Tata Kelola Dana 
Desa 

Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa penerapan 
akuntabilitas berpengaruh terhadap tata 
kelola dana Desa di Desa Bulo. Hal ini 
ditunjukkan dengan hasil Uji Regresi 
Linear Sederhana dengan Thitung atau 
4,825 lebih besar dari Ttabel atau 2,030. 
Hal ini sejalan dengan penelitian yang 
telah dilakukan oleh Ina Mutmainnah 
dan Bambang Agus Pramuka pada tahun 
2017 dengan judul Penerapan 
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 
dan Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah (SPIP) di Kecamatan 
Kedunwuni Kabupaten Pekalongan. 
Dimana menyimpulkan bahwa 
pelaksanaan penerapan dan 
akuntabilitas atau pertanggungjawaban 
berpengaruh terhadap tata kelola dana 
desa. Perencanaan, pelaksanaan, 
pelaporan, pertanggung- jawaban, dan 
sistem pengendalian intern pemerintah 
(SPIP) berpengaruh terhadap 
pengelolaan dana desa. (Mutmainah & 
Pramuka, 2017) 

 
KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian 
yang telah dilakukan, sacara umum dapat 
disimpulkan bahwa : 

 
1. Penerapan akuntabilitas di 

Desa Bulo Kecamatan Panca 
Rijang Kabupaten Sidenreng 
Rappang dinilai masih kurang 
baik dimana hasil analisi data 
menunjukkan tujuh indikator 
yang diteliti nilainya rata-rata 
41,08 %.  

2. Tata kelola dana desa di Desa 
Bulo Kecamatan Panca Rijang 
Kabupaten Sidenreng 
Rappang khususnya pada 
saat peralihan kepala Desa 
dinilai masih kurang baik hal 
ini ditunjukkan oleh hasil 

penelitian terhadap  tujuh 
indikator rata-rata 40,7 %. 

3. Penerapan Akuntabilitas 
memiliki pengaruh Terhadap 
Tata Kelola Dana, hal ini 
ditunjukkan dengan hasil uji 
regresi linear sederhana 
dengan akuntabilitas tetap 
memiliki pengaruh terhadap 
tata kelola dana Desa. Hal ini 
ditunjukkan dengan hasil Uji 
regresi linear sederhana 
dengan Thitung atau 4. 825 
lebih besar dari Ttabel atau 
2.030.  

 
Saran 
1. Pemerintah desa diharapkan 

agar lebih meningkatkan 
penerapan akuntabilitas 
terutama dalam hal 
pengambilan keputusan dan 
kebijakan serta perlu 
melakukan penyebarluasan 
informasi dan kelengkapan 
informasi baik tertulis 
maupun tidak tertulis.  

2. Pemerintah desa agar lebih 
meningkatkan penerapan 
akuntabilitas terhadap tata 
kelola Dana Desa terutama 
terkait dengan rencana 
pembangunan kepada  
masyarakat melalui informasi 
yang lebih akurat sesuai yang 
dibutuhkan masyarakat. 
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